
 

 
PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR :   14   TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL, 

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa sektor perekonomian disusun 
berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan 
tujuan utama terciptanya kesejahteraan 
bagi seluruh rakyat; 
 

  b. bahwa dengan pesatnya perkembangan 
usaha di bidang pasar eceran dalam skala 
kecil dan menengah, usaha di bidang pasar 
eceran modern dalam skala besar, maka 
diperlukan usaha perlindungan dan 
penataan pasar tradisional agar mampu 
berkembang, melalui kemitraan antar pasar 
modern ; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern; 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851);  
 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 
1981 Nomor 76, TLNRI  Nomor 3209 ); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
 

  7. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4674); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 
 



  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 5059); 
 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

  12. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 
Nomor 83, TLNRI Nomor 4532);  
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 



Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 
82, TLNRI Nomor 4737); 
 

  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 
Tahun 2007 tentang Waralaba; 
 

  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/12/2008 tentang 
Penyelenggaraan Waralaba; 
 

  20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 
 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 6 Tahun 2000  tentang  Penyidik  
Pegawai  Negeri  Sipil; 
 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 10 Tahun 2008  tentang  
Pembentukan  Dinas  Daerah; 
 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Daerah ; 
 

 
 
 
 
 


